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BAB IV  

PENUTUP 

 

A. Simpulan 

1. Pengaturan penunjukan pelaksana tugas kepala daerah dari tni/Polri aktif 

oleh kemendagri telah diatur dalam Pasal 109 ayat (2) Undang-Undang 

Nomor 5 Tahun 2014 Tentang Aparatur Sipil Negara sebagai berikut: “(2) 

Jabatan Pimpinan Tinggi dapat diisi oleh prajurit Tentara Nasional Indonesia 

dan anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia setelah mengundurkan 

diri dari dinas aktif apabila dibutuhkan dan sesuai dengan kompetensi yang 

ditetapkan melalui proses secara terbuka dan kompetitif.” 

2. Implikasi hukum kedudukan Tugas Kepala Daerah dari TNI/POLRI aktif 

oleh kemendagri dalam prespektif undang-undang Nomor 5 Tahun 2014 

tentang Aparatur Sipil Negara sangat bertentangan menjadi permasalahan 

dan bertentangan dengan tugas dan wewenang TNI-Polri aktif yang 

mempunyai peran sebagai alat menjaga pertahanan dan keamanan negara 

Indonesia, mengingat bahwa PLT/PJ kepala daerah merupakan jabatan 

desentalisasi kepentingan pemerintah pusat kepada daerah. 

B. Saran 

1. Semestinya pemerintah dalam hal ini mentri dalam negeri menarik kembali 

wacana penunjukan PLT/PJ kepala daerah dari TNI-Polri aktif menginta 

penegasan tersebut telah diatur oleh peraturan perundang- undangan 

yang menenrangkan bahwa anggota TNI-Polri aktif dapat menduduki jabatan 
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pemerintahan haruslah pension dari kedinasannya. 

2. Agar pemerintah dapat membentuk suatu peraturan perundang- undangan 

terkait dengan mekanisme teknis syarat- syarat penunjukan calon- calon 

PLT/PJ kepala daerah yang tidak bertentangan dengan peraturan perundang- 

undangan diatasnya. 
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